
BUPATI TEMANGGUNG

PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG

NOMORfU"TAHUN 2OL1

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM KHUSUSNYA BENCANA KEKERINGAN

DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a.

Mengingat : L.

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
52 Tahun 20LL tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kekeringan di
Kabupaten Temanggung Tahun 201,'1,, maka perlu penanganan
secepatnya;

bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Bencana
Kekgringan. di Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor L3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi |awa
;r
r engan;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6);

Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung |awab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior
aa0Ci-;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentaqg herft
Daerah (Lembaran Negara Republik Indooesa Th illt
Nomor 125, Tambahan lcmharen ld$r. n;pfffi

2.

3.

4.

5.



Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Ba$;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
1,26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

10. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6L$;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4BZB);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20L0 tentang Pengadaan
Barang/f asa Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahuu 2008 Nomor 7);

L6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
207L tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Z0l\
[Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20LL
Nomor 22);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ?OOG

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20Ll tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 20t0 Nomor 55);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya
Musibah Bencana Kekeringan di Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20Ll Nomor
52);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun20tt tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 20LL (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20tt Nomor 54);

MEMUTUSMN:

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANIA TIDAK

TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM KHUSUSNYA

BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya

bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp 40.500.000,00

(empat puluh juta lima ratus ribu rupioh).

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Temanggung yang mendapat bantuan droping air bersih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

1. Kecamatan Kandangan

1.1 Desa Tlogopucang
1.1.1 Dusun Dlingo
1.1.2 Dusun Rowo Brembet

1.1.3 Dusun Clemik
1.1.4 Dusun Karang Tengah

1.1.5 Dusun Karto Margo Mulyo
1.1.6 Dusun Kadopokan

1.2 Desa Rowo

1.2.1 Dusun Mangunsari

1.2.2 Dusun Mulyosari

1.2.3 Dusun Margosari
1.2.4 Dusun Purwosari

1.3 Desa Caruban

1.3.1 Dusun Bero



\
1.3.2 Dusun Balun
1.3.3 Dusun Kelingan

2. Kecamatan Jumo

2.1 Desa Jamusan

2.1.1 Dusun Sungapan

2.2 DesaKertosari
2.2.1 Dusun Carikan II

3. Kecamatan Kranggan

3.1 Desa Kemloko
3.1.1 Dusun Bendomoro

3.1.2 Dusun Candi

3.2 Desa Bengkal
3.2.1 Dusun Bolang

3.2.2 Dusun Jetis

3.3 Desa Sangrahan

3.3.1 Dusun Tambaksari

3.3.2 Dusun Gemawang

3.4 Desa Gentan

3.4.1 Dusun Kalimayung
3.4.2 Dusun Suruh

3.4.3 Dusun Mudal

3.4.4 Dusun Setro

3.4.5 Dusun Sejarak

3.4.6 Dusun Gentan

4. Kecamatan Kaloran

4.1 DesaKalimanggis
4.1.1 Dusun Jagang

4.2 DesaGeblog
4.2.1 Dusun Jetis

4.2.2 Dusun Lengkong

4.3 Desa Tegowanuh

4.3.1 Dusun Beran

4.3.2 Dusun Pongangan

4.4 Desa Kemiri
4.4.1 Dusun Mlereng
4.4.2 Dusun Jangkungan

4.4.3 Dusun Bondalem

4.4.4 Dusun Gemawang

Pasal 3

(1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
penanganan bencana alam khususnya bencana kekeringan di Kabupaten

Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa, Politih dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Temanggung dan selanjutnya bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

(2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
penanganan bencana alam khususnya bencana kekeringan di Kabupaten

Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, melaporkan dan

bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.



Pasal 4

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
penanganan bencana alam khususnya bencana kekeringan di Kabupaten
Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2077.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

SEK&A
tunriil.{e

ASlSTHr.i
{-l+t/ ll,

K,ABAG

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAEMH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

pada tanggal b i@*pdffi<, n

BUPATI T NGGUNG,

HASYT}{ AFANDI t.

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2O1L NOMOR \GT\


